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DENGAN RATMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa Negam Kesatuan Republik Indoucsic bertergaons
jawab mehndungi segenap bangsa Indonesia da seiurch
tumpah darah Indenesia dengan wjuan untuk memberikan
perhindungan terhadsp  kehidupan  dan penghidunan
termasuk  perlindungan  atas bencana,  dalam  ranpka
mewwjndkan  kescjahteraan  umum  yang brrlandaskea
Pancasila, schagmmana diamanatkan dalam Undang-lindang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

b bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indenesia memitiki
kondisi geoprafis, geologis, hidrelogic, dan demoprafis yans
memungkinkan terjadinya bencana, baik  yanp  disebabhan
oleh fakror alam, faktor nonalam maupun faktor yanus -~
vang menyebabkan  timbulnya  korban  jivw
kcrusakan linglungan, kerugian harta bemla, dua
psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat mes
pembangunan nasional;

ahaaagat

¢ bahwa ketentuan jperawmn perundang-undangan mengenal
penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan
tandusan hukum vang kuat dan menvelunth  scia  tidax
sesuct  donpan perkembanpan  keadasr s oy
kebutuhan bangsa Indonesia schingga menghambal upava
penanggulasipan Lencana sccama terencana,  ierkoordirasi,
dan terpadu;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimabsud
dalany hurof a, huraf b, dan hurof ¢ perlu membentuk
Undang- Undang icntang Penanggniangan Bencana

Menpipat Pasal 20 dan Pasal 21 Undang -Undang Dasar Nepara Repuobhik
Indonesia Tahun 1615;

Dengan.. ... ..
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Dengan Perselujuan Bersama
NDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIKN INDONESTA

MEMUTUSKAN:
Monetapkan: UNDANG-UNDARNG TENTANG PENANGGULANGAN BENCAN

BAB I
KETENTUAN UNUM
Yasil 1
Daleay undang-undang e yang dimaksud denpan:

J.  Bencana adalah penstiwa atau aangkaian perisbwa vang
mengancam dan mengganggu hehidupan dan penghidupan
masvarakai yong dischalkan, baik oleh  fakeer n
danfatau faktor nonalam maupun fakior  manosia schi
mengakibatkan tmbuinva korban jiwa manusia, kerus
lmgkungan, kerugian hana benda, dan dampak psikologis.

2. Buacana alam  adalah bencaa  vang  diabihaman ol
peristiwa atau scrangkaian penstiwa vang dischabkan olen
alam antara lain bf‘ru‘ gempa bumi,  tsupami,  gunang
meletus, banjir, keken _: 0, topan  dan
iONgsar,

o0 Beneana nenalam adzlsh
penstiwa atau ranghazn g
fn berupa gagal !c}.r:‘?»\';tﬂ
wabah pervaliat,

4 Brocana somial tepcana vane diskihatban
penstiwa ataw serangkaian peistiva vang dl.“.kll:-.’lik.“.}‘: vk
manusia yang melipuii konflik sosial antarkelompok wua
antarkomunitas masvarakat. dan teror.

N Penvelengiaram penangenlanean beneann Arlalak

serangkaian upaya vang mebput penetapan hebipahae

pembangunan yang herisiko umbulnya Lencana, kepiatag

pencepabian bencana taeygap diat, dan rehabilitas
O.Keglatan
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Kegiatan  pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan
vang dilakukan scbagai  upava  untuk menghilangkan
dan/atau mengurang! ancaman bencana.

Kesiapsiagaan adalah serargkaian kegiatan yang dilakukan
antuh - mengantisipast bereana melalw pengorganisasian
serta medalun langkah vang tepat guna dan berdaya guna

Perngatan  dini adaleh serangkaian  kegiatan  pembenan
penngatan  scsegera mungkin kepada masyarakat tentang
kemungkinan terjadinya beacana pada suatu tempat oleh
lembaga vang berwenang

Mitigasi adalah scrangkaian upaya untuk mengurangi nsiko
bencana, baik  melalui pembangunan  fisik maupun
peayadaran  dan neninghuatan kemampuan  menghadap
ancaman bencana

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk
merangam dampak burek vang ditimbulkan, yang meliputi
kegiatan penvelamatan dan evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan kebutuhan  dasar,  perlindungan, pengurusan
pengungsi. penve:amatan. soria pemulihan prasarana dan
sarana,

Rehabilitasi adalan perbarkan dan pemulihan semna aspek
pelavanan pubhik  atau masveraxat .sampal tingkat vang
memada pada daveh  pascabencana  dengan sasaran

uiama un i r

berfannya secara wapar

idupan masyvara!

1ol
w0

scinua
{

FERSS IR VY PN

wupan kembah
conan pada ;
seabenesin pemcerintahan maupee
masvarakat  dengar, s utama tumbuh
perkembangnya kegiatan perckonoimiai, sosial dan buda
woaknva hubom can keterbap, dan bangkimva

Rekonstrubs

sasarana {an

RETIN

SOTEL LAk ! datam

weooazpel ek

Permasvarakar padia welayaly pascaboncang,

Ancaman hencana adalah suata kgjadian atau peristiva
vang sy meeimbulkan benenna.

14 Rawan............
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Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis,
biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,
politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk
jangka waktu tertentu  vang  mengurangi  kemampuan
migncegah, meredam. mencapar kesiapan, dan mengurangi
kcrﬁmnpuan untuk  menanggapt  dampak  buwiuk hahava
teiientyu,”
Pemutihan adaloh seranckaian kepgiatan untuk
mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup
vang leikena bencana  dengan  memifungsikan  kembal
kelernbagaan, prasarana, don sarana dengan melakukan
upava rchabilitasi

Pencegahan  bencana adalah scrangkalan kegiatan  vang
dilakukan untuk mengurangi atau  menghilangkan nsiko
beneana, bhatk melalil pengurinpan  ancaman bencana
maupun kerentonan pihak yang terancam bencana.

Risike bencana adalah potensi kerugian vang ditimbulkan
akibat bencana pada suatu wilayah  dan kurun  waktu
tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan ataw
kehilangan harta, dan gangmuan kegiatan masvarakal.

Bantuan darurat  bencana  adalah upan membonkar
bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada sane
keadaan darurat.

Stotus keadasn dorurat bencana adalah suatu keadoos
vang  ditctapkan eoleh Pemerintah untuk jangka

teitent atas dasar rckemendis Badan vang dibend tosas
untuk menangpalang bencson,

Pengungst adalab orang awau kelompok ararg vang tomporsa
calnva univk jong
ak butuk benea

atau dipaksa keluar dan tompad g
waktu yang belum past sebapar akabat dar

Scting orang adalahy ormang perscorangan. kelompok ora
dai/atan badan hukum

Korban - heneana adalab emang atou sekelompok orane vans
preredert atan mesmeeal dana okl beaeann

Pomenntahr - Pusat selamputnyva schor Peaneoonad il
Presiden Repnblil Indonesia vang moemepany kekuasan
pemenntaban Newara Resatnan Republik Tndonesis
sebapanmana dhmnkaua dalam Undare-Tndang Dasar
MNepara Repulihik Indonest Talwm 19405

2 Pemerntah
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Pemerintah daerah adalah gubernur, bupatifwalikota, atau
perangkat  dacrah sebagai unsur penyelengpara
pemerintahan dacrah.

Lembagn usaha adofah setinp badan hukie vang dapat
berbentuk  badan usaha milik ncgara, badan usaha nulik
dacrah, koperasi, alau swasta yang didirikan sesuai dengan
ketenwan peraturan perundanz-undangan yang
menjalunvan jenis usaha tetap dan terus menerus vang
bekena dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
Kepublik Indonesia,

Lembaga internasional adalah orpanisast vang berada dalam
lingkvp struktur  orgamisasi Perserikatan  Bangsa-Bangsa
ataw vang menjalankan wgas mewakili  Persenikatan
Bangsa-Bangsa ataw crganisasi internasional lainnya dan
lembaga asing nonpemerintah dan negara lain di luar
Persenkatan Banpsa-Bangsa,

BABII
LANDASAM, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan beneana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang
DasarNegara Republik Indanesia Tahun 1945,

oy

Pen:

Pasal 2 bemsaskan:

Pagal 2

bencwn subagamana dimaksud  dalam

1 kemanrsiann:
b keadilan:
¢ kesamaan kedadukan dalam hukum dan pemerintahan:
do hescimbangan, keselarzzan, dan Yeserasion,
v ketertiban dan kepastian hukom;
I keberamaan:
s kelestaan ek bndun, dan
tou pongetahnn don olneha,
Prinsip-prinsip dalam penanggaiangan bencana
schagaimana dunakand datam Pazal 2 vains
Cacepat dan tepa;
“boopriositas

¢ koordinas .
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¢ koordinast dan keterpaduan:
d. berdava guna dan berhasil guna;
¢ transnaransi dan akuntabilitas,
£ keeviran.
o pemberday ann,
h. nondiskriminant. dan

1. nenproletisi.

PPasal 4

Penanggulangan bencana hertwuen wrick
a membenkan porhindunga, kepada masvarekar daa
ancaman beneana;
b. meavelaraskar  poramran perundang-andangin saae sucdah
ada;
Menjamin torstlenggaranva penanggulangan boocana
sccara lerencana,  terpadu, terkeordinast, dan menvelurih
¢ mengharpal budaya lokal;
¢. membangun partisipast dan kemiraan publik sena swasta,
f. mendoreng semangatl gotong rovong. kesctiakawanan. dan
kedermawanan: dan
g, menciptakan  perdamaian dalam kehidupan bemmnsvaraba
herbangsa, dan benesan

2]

BABII
TANGGUNG JAWABR DAN WEWENANG

J’,‘JC‘\]‘V‘CI‘fY‘: DOaTann

Tanpgung, Jvab Pemen chatam penvelen s

perenpputanpan bercana mehp

Jo penguranizan ii\'lkl) penean Jdan [)CJI‘.II[IIII!H PROBTIE Ly
ristko bencana dengan progrum rembangunan,

boperundunman
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perlindungan masyarakat dan dampak bencana;

penjaminan  pemeauhan hak masyarakat dan  pengungsi
yang  terkena  bencana  sccara adil dan sesuai  denpan
standar pelavanan minimum:

‘pemuliban kondisi dar dampak bencana:

pengalokasian  anggaran penanggulangan  bencana  dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
nengalckasizn anpearan penangeuwlangan bencana  dalam
bentuk dang siap pakai; dan

pemclinaraan  arsip/dokumen  ctentik dan  kredibel  dan
ancaman dan dampak bencana,

Pasal 7

Wewenang Pemenintzh dalam penvelenggaraan penanggulangan

beneana melipuu:

a. penctapan  kebijakan  penanggulangan  bencana  sclaras
deipan kebijakan pembangunar nasional;

b, pembuatan perencanaan pembangunen yang
memasukkan  unsur-unsur  kebijakan  penanggulangan
bencana;

¢ penclapan status dun  ungkatan bencana  nasionat  dan
doerah;

d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan
cencana dengan negara lain, badan-badan, atan  pihak-
prhak internasional lam;

¢ porumusan kebpeban lenaung jengpunamn teknolog

bery

aoncana;

abosy

ancaman  zieun baha

£ perumusan kebijakan mencegoh penguasaan dao
cengurasan sumber dava alam vang melebih
Lemampuan alam untuk melakukan pemulihan: dan

2. pengendaban penpumpulan dan penvalumn wang aiau
farang vans berskala nasional.

Penctapen status dan tingkal bencana nasional dan daerah

schagaimana dimaksud pada avac () hunf ¢ memux

trdikator vang meliput ‘

a. jumlah korban;

b kemgian hana benda;

c. kerusakan prasarana dan sarana,

d ealupan nas wiiaval yang terhena bencana; dan

¢.  dampak sosial ckonomi vang ditimbutkan,

(3)Yletentuan. ...
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{(3) Ketentuan lebih lanjut menpenai [enctapan siatus dan
tingkatan bencana scbagmmana dimaksud  pada  ayat ()
diatur dengan Peraturan Presiden

Pasal §

Tanpgung  jawab  pemerniniah  dacrah dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana melipyti:

a. penjaminan pemenuhan kol masvarakar  dan penaungsi
vang terkein  bencama sesual dengan staadar  pelavanan
minimum;
porlindungan masyarakat dad dnmpak bencana;
pengurangan nistko bencana dan pemaduan pengurangan
nisiko bencana dengan program pembangunan: dan

d. pengalokasian  dana  penangpulangan bencana dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacmh vare memadi

Pazal 9

Wewenany pemernntah dacrah dulam prnyelengparan
penanggulangan bencana meiiputt:
a penetapan  kebyakan  penanggulang bencana pada
wilay zhnya sclaras denpan kebizakan nembanpunan daerah:
b pembuatan perencanaan peombanguaan V&
unsur-unsur kebijakan prnanggulangan bencana;
¢. pelaksanaan  kebijakar kega sama delam p
encana denpan provinsi dan/atan lx:;lbupatcn,'l:;\[a fain,
d. pengaturan  penggunaan  tcknelop:
sumber ancaman atau bahava bonea

CooporumsEen kel

cennsuskon

berpownsi schagai

“alavahovs,

RICHRIE lan

penourasan swber dava alamn varlg mewhbin kemampoan
alam pada wilavahnea, da,

Forengendalion pengumputan du

barang yvang berskala provinsi, kabug

BAH Y
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BAB1Y
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Badan 5\'1‘:1(}11'1| Penanggulangan Benrana
Posal 10
(1) Pemierintak scbagaimona dimzksud  dalam Pasa! 3

membentuk Badan Nasional Penangguiangan Bencana

(2) Badan Nnsional Peuanggulangan  Bencana  scbagaimana
dimaksud pada avat (i) merupakan Lembaga Pemcnntah
Nendepariemen sctinghat manter.

Pasal 11

Badan Nasienal  Peranggulangan Bencana  sebagaimana
dimarsud dalam Pasal 16 avac (1) teruiri atas unsur;

a. pergarah penanggulangan beneana; dan

b pelaksana pepanggulangan bencana,

Pasee a2

Badan Nagional Penanggulanzan Bencana mempunyal tugas:

a. membernikan pedoman  dan pengarahan  terhadap  usaha
penanggulangan bencana vang mencakup pencegahan
bencana,  penanganan  tangean  darurai, rehabilites, da
rekonsineksi secara wota

Py
anil ¢

Jtam’

boonenctapran st i kebutehan poavelenggarann

berdasarkan Peraturan

penangpulancan
Peruradang-undanpan,
ooormrampaita infuani soglaan kepada masvamakat,
d mcb orkan pemvelenpooman penanggrlangan bencana
Mpad.' Presiden seuep sebolan sekall dalam kondis normal
dap pada

stag saat dalany kendisi darurat bencana;
v.omenpgunakan dan mempertanggungjawabkan
sunbangananiuan nasicnal das interascsional,

B nanyenisan abnas e

RN REetd! amyeatan vang
dite i dan Anegaran Pendapatan dan Belanja Nepara:
24 ! i gara;

g melakzanakan,
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g. melaksanakan  kewajiban  lain  sesuai  dengan  Peraturan
Perundang-undangan; dan

h. menyusun  pedoman  pembentukan  Badan  Penanggulangan
Bencana Dacrah.

Badan Nasional  Penanggulangan  Bencanat  mempunyai  fungs,
meliputi:

a. perumusan  dan  penctapan  kebijakan  penanggulangan
bencana  dan  penanganan  pengungsi  dengan  bedindak
ccpat dan tepat serta efekuf dar efisien: dan

b. pengoordinasian  pelaksanaan kegiatan penanggulangan
ocucana secara terencana, terpadu, dan menyvelumh,

Pasal 14

{1} Unsur pengarah penanggulangan bencana  sebagaimana
dimaksud dalar: Pasal 11 hurufa mempunyvai fungsi:
a. merumuskan konsep kebijakan penanggulangan
bencana nasional;
memantau; dan

¢ mengevalunsi  datam ponvelepggarman
bencana.
(7) Keanggotaan unsur pergarah  schagaimana  dimaksud

avat (1) terdin atas:
a  pejabat pemenntah sk
b anpgota masvarmkat rrofe

Reanpootaan  gnsus ponzameh
avat (2) boraf b dipli melala up Gepanaa
dilakokan  oleh Dewanr Pervalilan Rakvat Repa

Indongs

Pasal 12

Y Pembentokan unsue polaksarn penangenlasean

Paxal

il boeira

sehagamana dimaksud
‘

Lewoenanean Pemerintah

(2 s pelaksanag sebivinmana dimaband padn avar g1
mempunyat  fungsi  koor

dalam penvelenpparnan peoanpeulanan bracan

asi. komando,  dan pelaksam

(N eanepalaan
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(3) Keanggotaan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada
avat (1) terdin atas teraga profesional dan ahli.

Pasal 16

Untuk melaksanakan fungst sebagaimana dimaksud dalam Pasal
I3 hurat b, unsur  pelaksana  penangpulangan  tencana
mepunyni ugas sceam terntegrast vanyg meliputic

o nrabencana.

b. :aal tangeap darurat; dan

¢ pascaboncana.

Pasal 17

feetontuan lebin laryut mengenal pembentukazn,  fungsi, tugas,
stiuktur - organisasi,  dan tata keja Badan  Masional
Penangeulangan Bencaia diatui dengen Peraturan Presiden.

Bagian Kadua
Liadan Penanggulangan Bencana Daerab

Pasal 18

(1) Pemcrintah dacrah schagaimana  dimaksud  dalam Pasal 5
menbentuk Badan Penanggulangan Bencana Dacrah
{2y Badan  Penanggulangan  Dencama Dacrah scbagarmana
dimaksud pada avat (1) terdinn atas
a. badan nada tingkar provinsi dipimpin oleh  senrang
peinbat oseipekat b brwok o gubcmur atwe sctingkat
eeelon Thodan
b badan pada  tinghat  kabupaten/kota dipimpin oleh
seomng peinha )

bupatifwankota atas
sctingkat eseton Ha

Pasai 19

{1y badan Penanggulangan Bencana Dacrak terdini atas unsur
4 peaparah penanggulangan boncans, dan

b pelaksana penanpgulangan beneaia

(2) Pembentukan.. ... ...
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(2) Pcmbertukan  Badan  Penanggulangan  Bencana  Dacrah
scbagaiinana dimakisud pada avat (1) dilaksanakan melalw
koordinasi  demgan  Badan  Nasional  Penanggulangan
Bencana.

Pasal 20

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

a perumusan  dan  peuctapan  kebijakan  penangoulanpan
bencana dan  penangznan  pengungsi  dengan  bertindak
cepat dan tepat, cfcktif dan cfisien; scrta

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penangpulangan bencana
secara terencana, terpadu, dan menyeluruh

Pasal 21

Badan Penanggulangan Bencana Dacrab mempunyai tugas:

a. menctapkan  pedoman  dan pengarzhan stsual dengan
kebijakan  pemerintah  daerah  dan Badan  Nasional
Penanggulangan  Bencana  terhadap usaha  penanggulangan
beneana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan

danirat, rchabilitasi, scrta  rckonstukst  sccara  adil  dan
sctara;
b. menetapkan standardisasi serta kebotuhan

cenvelenggaraan  nenanggulangan bencana  berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan;

c. menyusen, menctapkan, dan menginformasikan peta iawan
bencana;

d. menvusun dan menctapkan  proscdur  letap  ponanpanan
benranal

o melat

penyvelenaparaan benreana

pada wilay 'ﬂm\. a
t melaporkan penyel: sopgaraan sanlangan bencana
Lepada kepala dacral <o eckali dalam kondis
normal Jan sctiap saat dalam ‘mndm darurat bencana;
mengendalikais  pengumpulan dan peavaluran wang  dan
barang; '
h. mempertanggungjavabkan  penggunaanr  anggaran vang
diterima  dan Anpgamn Pendapatan dan Belangn Dacraby
dan

G2

inelaksanakan, .

inan-
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mclaksanakan  kewajiban lain  sesuai  dengan  Peraturan
Perundang-undangan,

Pasal 22

Unsur pengarah penanggulangan bencana dacrah
scbagaimana dimaksud dalam Pzsal 19 avat (i) hunuf a
mempunyai fungsi:
a  memyusun konsep pelaksanaan kebijakan
penanggulanzan bencana daerah;
memantas; d>n .
¢. mengevaluasi  dalam  penyvelenggaraan  penangguiangan
bencana daerah
Keanggotaan unsur pengamh  scbagaimana dimaksud  pada
ayat (1) terdin atas:
a. pejabat pemenniah dacrab terkait; dan
b. anggota inasyarakat profesional dan ahij.
Keangeotazn unstr perparch  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (2) humf b dipith melalui uji kepatutan  yang
dilakukan olch Dewan Perwakilan Rakyat Daerak.

Pasal 23

Pemtentukan  unsur  pelaksana penanggulangan  bencana
dacrah  scbagaimana dimaksud dalam  Pasal 19 ayat (1)
huruf b merupakan kewenanpan pemenetah dacrah,

Unsur pelaksana penangpuling an bowrana dacrah
sebagaimana duvakeud padaavat (1) mempuaval fungss

0.

¢. pelaksma  dalam penvelenpgaraan penanggulangan
heneona padaowilaciding g

Keaspgotaan  unsur  pelaksana  penanggulangan bepeana

dacrzh sebageimara dimaksud  pada avar (1) werdid atas

ienaga profesional dan ahly.

Pasal 24

' o iy M. - . Yer- .‘..‘...,‘..,.
pieh mclehsanaian fuogs scbagmmana dunaksud delam Pasal

ayat (2), unsur pelaksana penanggulanpan beneana  dacrah
mpunyal lugas secara tennlegras: vang meliputt
prabencans;

bosaat.....
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b. saat tanggap darurat;dan
¢. pascabencana.

Pasal 23

Ketentuan  lebih fanjut mengenal pembentukan,  fungsi,  wigas,
struktur  organisast, dan tata kena  Badan Penanggulangan
Bencana Dacrah diatur dengan Peraturan Dacrah

BABYV
HARK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Iiak Masyarakat

Pasal 26

(1) Sctiap orang berhak:
a. mendapatkan  perlindungan  sosial  dan rasa  aman.
khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana:
L. mendapatkan  pendidikan, pelatthan,  dan  ketmmpilan
delam penyelenpgaraan renangguiargan bencana
c. mendapakan  mfornmasi  secara tertuhis danfatawe disao
tentang kebyakan penanggrlangan bencana
d. berperan serta dalum  perencanzan,  pengoperasian,  dan
pemcliharann program  penvedinan bantuan pelavanan
:eseh atan t{.m.asuk fukun

n psikososial

be ‘:‘l\.unn dcnmn dm dm kemuanasnval das
o omeicbukan pengawasan sose
dratur atas pelaksanaan peniiyg

() Scuap omng  vang terkena bencana
i

sastuan pemenuhan kebutuhan dosar

(9 Senap o oy berhak  aniek mwrmpen

wanl o erueson

karena terkena bencana vang
konsirukst

oleh  keyay

Bagan Kedoa,

i
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Bagian Kedus
Kewnjiban Masyarakat

Pasal 27

Sctiap oranig berkewajibain;

a menjaga kehidupan  snsial  masyarakat  yarg  harmonis,
memelihara  kescimbangan,  keserasian,  kesclarasan,  dan

kelestarizn fungsi lingkunyan hidup;

b, melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan

c. membenxan intormasi yarg benar kepada putlik
penangeulangan bencana.

BAB VI
PERAN LEMBAGA USAHA
DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha

Lembaga PERRAY mendapatkan kesempatai
penselenggaraan i1 bencana,  baik
ersendivi maupun se rsoma dengan pihak fain,

Frasa! 07
vii o Lembaga usaha menvesumkan kegiatannya

kebijakan penvelenggaraon penrnggalangan bencana.
(2v Lembapa usaha mCryampaican
bavan  vang diberi
nrzulangan bencana
menginfornasikarnya kepada publik secara transparan.
(7) Lembagd  usala berkewajiban mengindahkan

bepada pemenntah
melakukan pens

tentang

dalam
secara

dengan
laporan
tugas

serta

pnnsin

kemanusiaan  dulam mizlaksanakan fungst  ckonominya

dalam penanganlangan benzana,

Bagian Kedua.... ...
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Bagian Kedua
Peran l.embaga Internasional

Pasal 20

(1) Lembaga intzmasional dan lembaga asing mnenpemerintan

dapat ikut scrta dalam kegiatan penanggulangan bencana
dan mendapat jaminan  perlindungan dari Pemenintah
terhadap para pekeganya.

Lembaga intemasional dan lembaga asing nonpemerintah
dalam  meclaksanakan  kegiatan  penanggulangan bencana
scbagumana  dimaksud  pada ayat (1) dapat  melakukan
sccara  sendii-sendiud,  bersama-sama,  danfatau crsama
dengan mitra kepja dari Indonesia dengan memperhatikan
latzr  belakang  sosial, budwyy, dan  agama  masyarakat
sctempat.

Ketentuan  Icbih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  kegiatan
penanggulangan bencana oleh lembaga internasional  dan
lembaga asing nonpemerintah  diatur  dengan  Peraturan
Pemerintah.

BAB VIl

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN

BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal b1

Peryveienpzaraan penanpgulangan beneana dilinsamakan
berdasarkan ¥ (empat) aspek meliputi:

2. sosial, ckonomi, dan budaya masyarakat,

b. kelestarian linpkunpgan hidup:

¢ kemanfhatan dan efektivitas, dan

d. lingkuop luas wilayah.

Pasal 32 ...........
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Pasal 32
(1) Dalam penvelenggaaan penanggeulangan vencana,
Femenntali dapat
& menctapkan  dagimh menjadt  daerah

terlarang untuk pemukiman;dan/atau

b. mencabut atiu mengurangt sebagian atau seluruh hak
Lepemilikan setiap omane  atas suatu  berda scsual
dengan Peraturan Perundany-undangan.

(2) Sciap orng vang hak kepenulikannya  dicabut  atau
dikurangi  scbagaimana dimaksud pada ayat (1) heruf b
berhak  mendzpar gant fugr sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanapan

Pasal 33

Pesveleaggarann penaisgulenoan bencana terdin atas 3 (tiza)
thap mebput

a probencana;

b.oosaat tangpap danrat dan

o omascabencana

Paragral Kesatu
Prahencana
Pasai s
P elengearaan penanggulancan bencina pada  tahapan

nean sehagmmana dimaksad dalua Pasal 330 hurafoa

mehiputts
Aalon siteast tedak toady hene:

s
~
-

dadam atnas endapat polerse i
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Pasal 33

Penyclenggaraan  penanggulangan  bencana  dalam sitwasi tidak

tcijadi beneana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 hurof

Q

meliput: .

a,” perencancan penanggulangan bencana:

b. pengurangan risiko bencana;

C. penceganan;

d. pemaduan dalam perencanaan pemibangunan;

€. persvaratan analisis isiko bencana:

. pelaksanaan dan penegakan rencani tata mang

8. pendidikan dan pelatihan; dan

h. persyaratai standar tcknis penanggulanaan bencana

Fasal 3¢

(1) Perencanaan nenanggiangar ocncana schagamiana
dimaksud  dalam  Pasal 33 hurf 2 dictapkan  oleh
Pemerintah  don pemenntah  daerah sesual dengan
kewenangannya.

{2} Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana
schagaimana dimaksud pada avat (1} dikoordinasikan olch
Jadun.

(31 Perencanaan penangenlangan beneana schagaimana
dimaksud pada avat (1) dilakukan melalui penyusunan (I i
tentang  risiko  bencana pd suate wnayah  dajam wakt
rertenty herdosarkan seanioveny o horst peoe

atan pend

() [‘c:w-\:‘um;u1 pcn\n sehapaimana

vl
R |.)L.I'|I‘ cng |.I.Il(lhl.;l._nll'l"l'l'lll : .
b, pemabaman teatang kerentana, masvarakai,
¢ analists kemuspkinan danipas Bencana

d. pilihan tndakan penpuranear nsiko benea

v penenimun eckanisme besaeaa slan o oenn
dampah bencana, den

f. alokast tupas,  kewenwgus,
tersedia

(") Pemenmah

sdonen:

din o osamber  dava vang
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(3) Peimenintah dan pemerintah daerah dalam  wakty  tertentu
meninjau  dokumen perencanaan penanggulangan  bencana
secara berkala.

(6) Dalam usaha menyelaraskan }c'cgiatan perencanaan
penangguiangan  bencana,  Pemenntah dan pemerintah
dacish dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana
untuk mclaksanakan perencanaan penangguiangan
benraia

Pasal 37

(I} Pengurangan nisiko bencana  sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 23 huruf b dilakukan wntuk mengurangi  danspak
buruk  vang mungkin tmbul, termtama  dilakukan  dalam
situasi sedang tidak tenadi bencana.

Y

(2} Kegiatan scbagaimana dunaksud pada ayzat (1) meliputi:

a. pengenalan dan pemantavan nsike bencana,

b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;

¢. pengembangan budaya sadar beneana;

d. peningkatan komitmeen terhadap pelaku penanggulangan
Loncana: dan

c. pencrapan  upays  fistk,  nonfistk, dan  penpawran
penangeulangan bencana,

Pasal 3%

Pencegahan rrxsug dalam Pasoi 33 hund ¢

man

[BRN]
a tdentifkasy dan pengenz

an sccara pastt torhadap  sumber
bakava a :

nansann dan penssioluan sumber daya

slamy svatg sccam tha-uba denfatan berangsur  berpotensy
menjadt sumber Rzhava bencana;

c. pamantauan penggunaan icknologl  vang  secara tiba-hiba
danfatan berangsur bempoetenst menjadi sumber ancaman

«hentrol monaday poi

atrn laiava beneann,
d. penataan runng dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
c. penguatan ketahanan snsial miasyarakat,

T

Pasal 39..
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Pasal 39

Pemaduan  penanggulangan  bencana  dalam perencanaan
pembangunan sebagaimana dimaksed dalam Pasal 35 humuf d
dilakukan dengan cara mencantumkan  unsur-unsst  foncana
penanggulongan beneans ke dalam rencana pembanguran pusat
dun dacrah.

Pasal 40)

(1) Rencana penanggulangan  bencana  schagumara  dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (3) ditinjau sccara berkala,

(z) Penyusunan rencana penanggulangsn bencana
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan olch
Badan.

(3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyal fisiko tinggs

yang menmbulkan  bencana  dilengkapi  dengan  analisis
nsiko bencana schagai bapian dan usaha penanggulangan
bencana sesuai dengan kewenangannya.

Paszl 41

(1) Persvaratan analisis risiko bencana  schagaimana dimaxsud
dalam Pasal 35 huruf e disusun dan Zitetapran olch Badan
Nasional Penanggulangan Bencana.

(2) Pemenvhan  syarat  analisis  nisike
la ayat (1) ditenjukkan
disahkan oleh 3¢
Perendang-undangan.

dimaksud g

jabat peinerintah ses

(3) Badw.  Masionai  Feaanppulengan Pepconn ome
pemantavan dan cvaluasi atas pelaksan anahisis nNsiLG
scbagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

(1) Pelaksanaan dan peacgakan IR tati nng
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 hnruf {0 dilakukan
untuk  mengurangi  nsiko  beneana yang mencakup
pemberlakuan  peraturan  tenlang - penataan - ruang, standar
keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanpgar.

(2} Pemcenntah ..
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(2) Pemenintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar
keselamatan.

Pasal 43

Pendidikan,  pelathan,  dan _ persvaratan  standar  teknis
penangoulangan  bencana  sebasaimana  dimaksud  dalam  Pasal
35 henii g dan b dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah
sesual dengan Peraturan Perundang-undangan,

Pasal 44

Penyclenggaraan penanggulangan bencana  dalam situasi
terdapat pofensi terjadi bencanw  sehagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 34 huruib meliputi:

a. kesiapsiagaon;

U, peringatan dini; dan

c. mitigasi bencara.

Pasal 435

(I} Resiapsizgaaan sebamaimonty dimaksud  delam Pasal 44
huruf a dilakukan untuk memastkan upaya yang cepai dan
tepat dalam menghadapi ke'adian bencana,

(1) Kesiapsiagaan schagaimana dimoksud  pada ayat (1)
dilakukan melatul:
a ATNVISLN
; an beneana,
b, penporpanisasian,
perimgatan din,
€ penyediaan dan penis g Danan
kebutuban dasar:
d. pengorganisasian,  nam
tentang nekanisme tanggap
¢ penviapan fokast evaluasic
0 peoyusunan data aham mfenasi, dan pemutakhirn
piosadur tetap topy
. penyediaan dan penvizpan behan, barang, dan peralatan
untuk pemenuhan perauliban prasarana dan sarana,

an dan T Lena nes

cana  puianpgalargan

dan  pengujian sisiem

pemenuban

pelaithan, dan glad

Gisisad Sencana: dan

Fasal 46...
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Pasal 46

Peringatan  dini  scbagaimann  dimaksud  dalam  Pasal 44
huruf b dilakukan untuk pengambilan  tindakan cepat dan
tepal  dalam  rangka mengurangi nsiko  terkena bencana
serla mempersiapkan tindakan tanggan darurat

Peringatan dini  sehagammana  dimasud  pada ava (1
dilakukan melalui:

a. pengamalan gejala benvana,

b. analisis husil pengamatan gejala bencana;

¢. pengambilan keputisan oleh pthak vang benvenang;
penyebartuasan  informasi tentanp porinestian bencana,
dan

e, pengambilan tindakan oleh imasyurakat

~

Pasal 47

Mitigast schbagaimzna dimaksud dalam Pasal 44 bhuruf ¢
dilakukan  untuk  mengerangi  risiko bencana bag
masyarakat vang berada pada kawasan rawan bercana,

Regiatan  nutigasi scbagaimana dimaksud  pada avat (1)

difakukan melalui;

a  pelaksaneai penataen reaig;

b, penpaturan  pombangunan,  pembangunan mfrastoun
tata bangunan; dan

¢ ponvelengparann pendidikan, penvuluhan, dan pelatihan
batk secara kenvensional mavpun moedem

Caruoraf Kedua
Tanegap Darurat

Pasai 48

ulmigan  benteand pada saal o anggap

©
33 humif b

pengkajior scear cepat dae fepel tarlndap Lokasi

kerusnkan, dan sumber dava,

b. pensntuan status keadaan darurat beneana;
¢, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena beneani,

-sahinon

d. pemenuhan
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d. pemenuhan kebutuhan dasar;
€. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
f  pemulihan dengan segera praserana dan sarana vital.

Pasal 49
Penghajian sccara <cpat dan iopai scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
a  cakupan lokasi beneana;
b. jumlah korban;
c. ncrusakan prasarana dan sarena;
4o mangguan terhadap funast pelayanan umum serta

pemerniniahan; dan
¢, kemampuan sumber dava alam maupun buatan,

Pasal 50

(1} Dalam  hal status  keadaan darurar  bencana  ditctapkan,
Badan Nasiona! Penanggulangan Bencana dan Badan
Prpanpgulangan Bepcana Duzrah mempunyar  kemudahan
akses vang meliputs:

a. pengerahan swmber daya manusia

n. penperahan peralatan;

¢ pengershan jogiztk;

& umiprasy, cuka, dan karanting

T, penzmnan;

f  peonpadaan barang/jasa;

engclolaan dan pertanggungiawaban vang dan/atau barang:

enyelamatan; dan

mando untuk momennta

[41a3
B B o Bt o

an scktor/lembaga

cetentuan febth lamut mengenar  kemudahan  akses
ragaimana  dimaksud pada ovart (1) diatur dengan
iran Pemenntah.

Pasal 51

{1y Penctapan  status  darurat  bencana  dilaksanakan  olch
pemenntab sesual dengan skala bencana

(2) Penetapan...
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{2) Penctapan  scbagaimunz  dimaksud  pada ayat (1) untuk
skala nasional dilakukan oleh  Presiden, skala  provinsi
dilakukan  oleh gubemur, dan  skala  kabupaten/kota-
dilakukan oleh bupati/walikota.

Pasal 32

Penyelamatan dan evakuasi korban  scbagaimana  dimaksud
dalam  Pasal 48 huuf ¢ dilakvkan  dengan memberikan
pelayanan xemanustaan yang timbul akibat bercana  yang
terjadi pada suatu dactah melalui upava:

2. pencanan dan penyeiamatan korban:

b, perolongan darurat; daif/atau

c. evakuasi korban.

Pasal 53

Perucnuhan  kebutuhan  dasar  sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
a. kebutuhan air bersth dan sanitasi;
pangan;
sandang;
pelayanan keschatan;
pclavanan psikososial;, dan
pesampungan dan tempat hunian,

~eppo o

Pasal 54

Penanganar masvarzkat dan pengungsi .vang terkena  bencana
dilakukan dengan kegiaten  mciinuti  pendataan,  penempatan
pada lokasi vang aman, dar pemenuban Zebutuhan dasar.

Fasal 53
(1) Poslindungan terhacap helompok rentan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 huruf ¢ dilakukan dengan
memberikan  prontas  kepada  kelompok  rentan berupa
penyclamatan, evakuasi, pengamanan pclayanan
keschatan, dan pstkososial,

(2) Kclompok ..
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(2) Kelompok  rentan scbagarmana dimaksud pada ayvat (1)
terdin atas:
a. bayi, balita, dan anak-anak;

ibu vang sedang mengandung atau menyusut;

penvandang cacat; dan

orang lanjut usia

a0 o

Pasal 56

Pemulinan  fungsi prasarana  dan  sarana  vital  scbagaimana
dimoksud -dalam  Pasal 48 horef f dilakvkan . dengan
memperbaiki don/atae menggant kerusakan akibat bencana.

Paragrafl Ketiga
Pascalencana

Pasal

W

7
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap
pascabencana scbagaimiana dimaksud daiam  Pasal 33 bmruf ¢
mechputi

a. rchabilitast; dan

b. rekonstruksi.

Pasal 3§

(1) Rchabilitast sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a
dilakukan melalui kegiatar-
a werbatkan hngkungar dazrah bencana;
peivaikan prasarana dan sanina umum;
pemberian tantuan perbathan minaah masyarakat,
peialihan sosial psikologis;
pelavanan keschatan; )
rckonsilias: can resolus) konfitk,
pemulihan sosial ckonemi budaya;
pemulihan keamanan dai ketertiban;
pemulihan fungsi pemerintahan; dan
pemulihan fungsi pelavanan publik.

<

el LT B =W S I

v

{2} Ketentuan  lebrth lanjut mengenar  rchabilitasi  scbagaimana
dimaksud  nada  avat (1) diatur  dengan  Peraturan
Peroerintah,

Pasal 59...
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Pasal 59 )
Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Fasal 57 huruf

b, dilakukan mclalui kegiatan pembangunan yang Ichih

baik, meliputi.

a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;

b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
pembangkitan  kembali  kehidupan  sosial  budaya
masyarakat;

d. penerapan rancang bangun yang lepai dan pengiunaan
peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

c. padtisipasi dan peran scrta lembaga dan  organisas
kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;

f.  peningkatan kondisi scsial, ckonemi, dan budaya,

#. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

k. peaingkatan pelayanan uinma dalan: masyarai-at,

Ketentuan lebin lanjut mengenat rekonstruksi  scbagaimana

dimaksud  pada ayat (i) diatur dengan  Peraturan

Pemerintah.

BAB VIII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN
" BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 60

Dana penanggalangen  bencara menjaci  tangpuny  Jjawab
bersama antara Pemenniah dan pemenntah dacrah.

Pemenntal: dan  pemenntah  dacrah  mendeorong  prusipas)
musyarahat dajati  penysdiaan dana  yang bersumber dan
masyarakat.

Pasal 61

Pemerintah  dan  pemerintah  dacrah  menpalokasikan
anggaran penanppulingan beneana seearm mendai
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huref ¢, huruf £ dan

Pasal & hurufd.
(2} Penggunaan...
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(2} Penggunaan  anggeren penanggulangan  bencana yang

memada)  scbagumana  dimaksud  pada  ayat 4D
dilaksanak:an olch Pemerintah, pemenntah  dacrah, Bedan
Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan
Penanggulangan  Bencana  Dacrah  sesuai  dengan  tugas
pokok dan fungsinva

Pasal 62

(1) Pada caat 12ng2aD darurat, Badan Nasional
Penangsulangan Bencana menggunakan dana  siap pakai
schagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf .

(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
discdiakan  olch  Pemcrntaih  dalam  anggaran  Badan
Nasional Penanggulangan Bencana,

Pasal 63

Ketentwan lebih laajut mengenai mekanisme pengsiolaan dana
penanggulangan  bencana  scbagaimana  dimaksud  dalam Pasal
€0 campai  dengan  Pasd 62 diawr  dengan  Peraturan

Pererintah.

Pasal 64

Dona  untuk  hepentingan  penanggulangan  bencana  yang
discvabkan oich kegiatan keantzriksaan  yang menimbulkan
bencana  menjadi  tanggung  jawab  negara  peluncur  danfatau
pemitik sesuai dengan hukum daa perjaniian intermasional.

Eagiar Kedua
Peagelolaan Bantuan Bencana

tasal 62

Pzngelolaan  sumber  dava  bantuan bencana  mcliputi
persncanaan.  penggunzar,  pemelibaraan,  pernaiauan, dan
pengevaluasian  terhadap  barang, iasa, dan/atau uang bantuan
nasional maupun intemasional.

Fasal 66...
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Pasal 66

Pemerintah, pemerintah dacrah, Badan Nasional
Penanpggulanpgan Bencana dan Badan Penanggulangan  Bencana
Dacrah  melakukan pengelolaan  sumber daya bantuan beneana
scbagaimana - dimaksud  dalam Vasal 65 nada cemag g
beneana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.,

Fasal 67

Pada  saat tanggap darurat  bencana  Dadan  Nasionai
Penangpulangan  Bencana menparahkan pengrunaan sumber

&l

daya banwan bencana yang ada pada semua scktor terkait

Pasal 08

Tata cora pemanfastan sertz  pertanggungiawaban  pengpuraan
sumber daya bhantuan bencana pada saat tangeap darurat
dilakukan secara khusus scsuai dengun kebutuhan, sitwasi, dan

kondist kedaruatan,

Pasal 69

(1) Pemenntah  dan pemeriatah daerah menyediabar bontuas
santur.an duka cita dan kecacaton bagt Rorban beneana

(2} Korban bencana yang kechilangan mata penczhadan dapat
dibert pinjuman lunak untuk usahz produktif

{3} Beramya bantvan  santunan  duks  cita dan kecacans
scbagaimana dimaksud pada ayac (1) dan ponjeman lunok
untuk usaha produktif sehagaimana dimaksud pade ayat (7)
m:enjadt  tanpgung jawab Pemenntah dae pemenntai
daciah.

(4) Tata cara pemberian dan  besamya bantuan  schapmivana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur  lebih Janjut
denpan Peraturan Pererintah,

(5) Unsur masyamkat  dapat  berpartisipast dalam penvediaan

bantuan.

PPasal 70..
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Pasal 70

Pengelolacn  sumber  daya  bantuan  bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 dilaksanakan
sesual dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENGAVWASAN

Pasal 71

(1) Pemenntah dan pemeriitah dacrah melaksanakan
pengawasan  terhadap  seluruh wahap  peranggulangan
benceana,

{2) Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a.  sumber ancaman atau bahava bencena,

b. kebijakan pembangunan vang berpotensi menimbulkan
bencana,

c. kegiatan cksploitasi  yeag berpotensi menimbutkan
bencana;

d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemanpuan
rekayasa dan rancang bangun dalam neperi;

e. lematan konservast linghkungan

f. perencanaan penataan ruang,

g. pengeiolaan lingkungan hidup;

h.  kegiatan reklamasi; dan

i, pengelolaan keuangan.

Pasal 72

£1) Dalam melaksanakan pengawesan  terhadap laporan  upaya
pengumprlan sumbangan,  Pemerintab dan pemerintzh
dacral dapat meminia laporan tentang hasil pengumpulan
sumbangan agar dilakukan audit.

(2) Derdasaikan laporan scbagaiinana dimaksud pada ayat (1)
Pemeriintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan
audit.

(3) Apabila hasil audit scbagaimana dimaksud pada ayat {2}
dilemukan  adanya peryimpangan  penggunaan  terhadap
hasil sumbangan, penyclenggara  pengumpulan  sumbangan
atkendl  sanksi scsuai dengan Peraturan  Perundang-
unaangan,

Pasal 73...
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Paszl 73

Pengawasan scbagaimana dimaksyd dalam Pasal 73 dan  Pasal
12 dileksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

()

(2)

(

BAB X
PENYELESAIAN SENCKETA

Pasal 74

Penyclesaian  scrgketa penanggulangan  bencana pada tahap
pertama diupavakan berdasarkan asas musyawarah
mufakat.

Dalam  lhal penyclesaizn  sengketa scbapaimana  dimaksud
pada ayat (1) tidak diperoleh kescpakatan, parz pihak dapat
menermpuh  upaya penyeiesaian  di Imar  pengadilan atau
melalui pengadilan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

Sctiap  orang  yang  karena  kelalaianuya  melakukan
pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan
analisis risiko bencana scbagaimana dimaksud dalam  Pasal
40 avat {3) vang mengakibatkan terjadinya  beacana,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (ug~)
tathun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda puling
sedikit - RpR00.000.000,00  (tiga razus  uta rupiah)  aiau
denda  paling  baayak  Rp2.000.000.000,50  (dua  miiar
ruplan).

Dalam he! undak pidana scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan timbhulnya kerugian haria benda  atau
barang, pelaku dipidana dungan pidana penjara paling
singkat 5 (enam) tzhun atauw paling Jama ¥ (delapan) tabun
dan denda paling scdikit Rp600.000.000,00 (cnam ratus
juta rupiah) atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).

(3) Dalam ...
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(3) Dailam hal tindak pidana scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) mecngakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan
‘pidana penjara paling singkat & (delapan) tahun atau paling
larna 10 7 (sepulub)  tzhun  dan  denda paling  sedikit
Rp3.000.000.030,00 {tiga miliar rupiah) ateu denda paling
banyak Rp6.000.000.000,00 (¢nam miliar rupiah).

Pasal 76

(1) Dalam bhal iudak pidena scbegaimana  dunaksud  dalam
Pasal 75 ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau puling lama & (delapan) tzhun dan denda paling
sedikit Ro2.000 00C.000,0C (dua nuhar rupiah) atan denda
paling banyak Rp4.000.000.000,00 {empat miliar rupiah).

{2) Dalam hal tindzk pidana scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 ayat (2) dilakukan karena kesengajaan, pelaku
dipidana dergan pidana penjara paling singkat 8 (delapan)
tahun ataa paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda
paling sedikit Rp3.000.000.600,00 (tiga miliar rupiah) atau
denda poling  banvak  Rp6.000.000.000,00 (enam  miliar
rupati).

(3) Dolam hal tindak pidana sebegmmana dimaksud dalam
Pasal 75 ayat (3) dilakukan karcna kesengajaan, pelaku
dipidana dengan pidena penjera paing  singkat 12 (dua
brlas) tzhun atay paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda  palng  sedikit  Rpd 000.000.080,04 (cnam  ymiliar
wpinh)  atwr denda paling  banyak  Rpl..000.000,000,00
{dua belas mili~r rupiah).

Pasal 77 -

Sctiap orang yang dengen sengaja  menghambat kemudahan
akses scbagahnana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diptdana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling
iama 6 (emam) tahun  dan  denda  paling  scdikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiagh) atau denda  paling
banyak Rp4.000.000.000,00 {cmpat miliar rupiah).

Pasal 78..
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Pasal 78

Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menyaiahgunakan
pengelolaan  sumber  daya bantuan  bencana  schagaimana
dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara
dengan penjara  scumur  hidup ataw pidana  pemara  paling
singkat 4 (cmpat) tahun atay paling Jama 20 {dua puluh) tahun
dan denda paling  sedikit  Rp6.630.000.000,60 (enam  miliar
rupiah) atau denda paling banyak Rpl2.000.000.000,00 (dua
belas miliar rupizh).

Pasal 79

(1) Dajam hal tindak pidana schageimana cimaksud dalam
Pasal 75 sampal dengan Pasal 73 dilakukan olch korporasi,
sclain  pidana penjara dan denda tcrhadap  pengurusnya,
pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporzsi  berupa
pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dani pidana
denda scbagaimana dimoksud  dalam  Pasal 75 sampai
dengan Pasal 75.

(2) Selain pidana denda scbagaimana dimaksud pada ayat {1},
korporasi dapat dijatuhi pidana tainbana:a berupa:
a.  pencabutan izin usaha; atou
b. pencabutan status bada: hukum.

BAB X!
KETENTUANPERALIHAN

Pasu 80

Pada sart  berlzkunya  noddarg vedang n o aoniia poraturin
perusuang-undangan yang  berkatan dengan peaanggulangan
bencam dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak beitentangan
atau belum  dikeivarkan  perannn pelakeanaan o bam

berdasarkan undang-undang in.

Pasal 81,
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Pasal 81

Semua program  kegiatan  berkaitan dengan  penanggulangan
bencana yang telali ditctapkan sebelum  ditetapkannya undang-
undang  ini  dinyatakan” tetap  bedlaky  sampai dengan  masa
berlakunya  berakhir, kecvali ditentukan lain  dalam  Peraturan
Perundang-undangan,

Pasal 52

(1) Sebelum  Badan  Nasional  Peranggulangan  Bencana
dibentuk, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
tetep dapat melaksanakan mgasnyz.

{2) Sctelah Badan Nasional Penanppulanpan Bencana dibentuk,
Iadan Koordinasi  Nasional Penanganan Bencana
dinyatakan dibubarkan.

BAE XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saai berlakunya undang-undang i, paling lambat 6
{enam) bulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah
terbentuk  dan Badan Penanpgulangan  Bancana Daerah paling
lombat | {sztu} tahun sudch terbentuk,

Pasat 84

i peleksanaan undang-undang  ini
lambat & (enam) bulan  sejak

Perawran  pemerintah  sebag:
marus osudal diteroitkan pa
diundanghannyva vadang-undang 1k

Pasal 83

Undang-Undang ini;mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...
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